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BERITA

NOMOR 48

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2OO9

PERATURAN BUPATI GIANJUR

NOMOR 48 TAIIUN 2OO9

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) PADA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 47
Tahun 20A9 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
(SMKN), perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah
Kejwuan Negeri (SMKN) dengan Peraturan Bupati.

Mengingat Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Barat (BeritaNegara Tahun
1950 Nomor 43);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daeratr (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
,Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah KabupatenA(ota (Lembaran Negara
?-007 Nomor 82^ Tambahan Lembaran Nesara Nomor 4737\'-
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03

Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor A7 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daeratr Tahun 2008
Nomor 07 Seri D);

10. Peraturan Bupati Cianjur nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi
dan Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kabupaten CianjurNomor 04 Tahun 2009);

11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) pada
Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERIA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daeralt adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

7. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disebut SMKN
adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Cianjur.

8. Kepala SMKN adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri
Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan
profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan

fungsi SMKN.



BAB II

x.rbupurAN, TUGAS poKoK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

SMK.N adalah ullsur pelaksana teknis dinas yang clipimpin oleh seorang
Itepala SMKN yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Kepala Bidang Bina Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

SMKN mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah kejuruan
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam nrelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3,
SMKN menrprm)'ai fungsi :

a, penyusunan rencana kerja SMKN sesuai dengan kebijakan tekrris
operasional dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan
menerrgah ke,.juruan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. penyiapatt bahan koorclinasi perumusan kebijakan teknis operasional
dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan menengah
kc' junran;

c. pcnyiapan Lrahart koorclirtasi pcrunrLrsan prograrn talrunau clinas di
bidang llenyelenggaraan program pendidikarl nlenengalr l<e.i urr-rarr;

d. pcrtt'iitpittt lritltiut |<oorclinasi jrcruntusan prograr]r lirna tahunlrr clinas
dibidang penyelenggaraan program pcndidikan mcnengah kejurr.rarr
se,;uai dengan ketentuan dan/atau peraturan perr.rndang-undangan yang
berlaku;

c. pcrrvclcnggitraan prograrn pcndidikarl nlenengalr kejuruan scsuai clcngan
kurikr.ilr.inr yang berlaku;

1'. pelaksirnaan binrbingair claii lioiioulirrg bagi para siswa;

g. pelaksattaan dan pembinaan hubungan kerjasama derrgan orang tua/wali
sisrva darr rnasyaraknt;

h. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan kerumah tanggaan SMKN
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

,l^



.i. pclaksanaan evaluasi dau laporan hasil pelaksanaan tugas SMKN sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

lJnsur-unsur organisasi SMKN, aclalah sebagai berikut :

a. Unsur pimpinan adalah Kepala SMkN. fr

b. Unsur pembantu pimpinan adalah Kapala Tata Usaha; '

c. Unsur pelaksana adalah Kepala Unit dan kelompok jabatan fungsional

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(l) Susunan organisasi SMKN, terdiri dari :

a. Kepala SMKN
b. Kepala Tata Usaha
c. Unit Fungsional Bidang Kurikulum
d. Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikuler;
e. Unit Perpustakaan;
f. Urrit Ldboratoritun dan Praktek'
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan sLrsurlan organisasi SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
tercantlim dalam Llampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu
kesatuan yang terpisahkan dari Peratrrran Bupati ini.

BAB IV

TIJCJAS POKOK I(EPN I,A

l)asul 7

Kcpalit SI\4KN ntclnpunyai tugas pokok mcrrrbantu Kcpala Dinas dalam t

penyc:lcrrggilri"ran progranl pcndidikan menengah kejuruan, serta memimpin,
nrengkoordinasikan seluruh kegiatan SMKN sesuai dengan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
,fTJCAS 

POKOI( DAN ITUNGSI UNIl'ORGNNISN SI
DI LINGKUNGAN SMKN

Bagiarr Pertama

'l'ata Usaha

Pasal 8

( l) 'l'ata Usaha mempunyai tugas pokok nrelaksanakan s-ebagian tugas
pokok dan fungsi SMKN dalam pengelolaan administrasi kepegawaian,
keuangan, kesiswaan, urusan umum dan kerumah tanggaan sesuai
dengan keterrtuan dan/atau pcraturan perundang-undangan yang
be rlaku.



(2) lJntuk melaksanakan tLrgas pokok sebagaimana din'raksud pada ayat {1)
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha sesuai dengan rencana kerja
SMKN;".

b. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, penyusunan,
penetapan rencana kerja tahunan dan lima tahunan SMKN sesuiri
dengan program kerja dinas;

e. penyiapan bahan koordinasi perumrrsan program kerja tahunan dan
lima tahunan dinas sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pengkoodinasian penyiapan bahan perumusan, penyusunan, dan
penetapan kebijakan SMKN sesuai dengan ketentuan danlatau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
administrasi kesiswaan serta hubungan masyarakat sesuai dengan
lictentuan clan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

l. pcrrgclolaatt pertreliharaan gedutlg, sarana dan prasarana kerja serta
ketentralnan, keteriban, dan kebersihan lingkungan SMKN sesuai
dengan ketentuan daniatau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g. pelayanan data dan hubungan masyarakat sesui dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelayanan teknis administrasi dan ketal.ausahaan bagi satuan unit
organisasi di lingkungan SMKN sesuai dengan ketentuan dar/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai
clengan keterrtuan dan/atau peraturan perundang-undangan .yang
berlaku;

i pcngltoorclinasian penyiapan bahan penyllsunan evaluasi dan
pclaporan hasil pelaksarrran kcgiatan SMKN sesuai dengatr
ketc ntuan dan/atau peratu rilll llerurtdan g- uuclangan yar-rg berlakur;

k. pelaksanaan cvaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tata
Lisaha.

(3)'tata Llsaira dipimpin oleir seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala SMKN sesuai dengan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unit Fungsional Bidang Kurikirlurn

Pasal 9

( l) t-init Fungsional Bidang Kurikulum rnempunyai tugas pokok
rrrcl:rks;.urahan sebagian tLrgas pokok dan tiurgsi SMKN dalarn
ltleltyLtsLlll. mengembangkan, dan mengevaluasi kr.rrikulum serta

lllenyllsun kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unit Irungsional Bidang Kurikulum, menpluryai fungsi :

a. penyu.sunan rencana kegiatan Unit Fungsional Bidang Kurikulum;



b. penyiapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di
bidarrg penyus$na!1, pengenrbangan. pclaksanaan dan evaluasi
kurikulum sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan tekrr.is

operasional di bidang penyusunan, pengembangan, pelaksanaan dan
cvaluasi kurikulum scsuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. pengkajian dan pengembangan kurikulurn SMKN sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan dan
penetapan jadwal mata pelajaran;

f. penyiapan bahan koordinasi clalam rangka penyusunan dan
penetapan tugas pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penyiapan'bahan koordinasi penyusunan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana pembelajaran sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. pelaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Kepala SMKN sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
herlaku;

i. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit
Fungsional Bidang Kurikr"rlum kepada Kepala SMKN.

(3) Unit Fungsional Bidang Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Bidang Kdi.ikulum atau dapat disebut Wakil Kepala Sekolah Bidang
Kurikulurr:. yallg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala SN,IKN.

Bagiarr Ketiga

t-Jnit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikuler

Pasal 10

(1) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikr.rler mempunyai
tLrgas pokok nrelaksanakan sebagian tugas pokok dan f'ungsi SMKN
dalanr rnclaksarrakan bimbingan konseling dan menyusull rencana dan
pelaksarraan kegiatan ekstrakulikuler siswa sesuai dengan ketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Unttrk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
tJnit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakulikuler, mempunyai
furigsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Unit Fr"rngsional Bidang Kesiswaan;

b penl,iapan bahan koordinasi perumusan rencana kerja SMKN di
llidang pengembangan dan pembinaan kesiswaan dan kegiatan
ekstrakulikuler sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis
operasional di bidang kesiswaan dan kegiatan ekstrakulikuler;

d. pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan
danl ata.u peraturan perundan g-undangan yan g b erlaku ;



c. pclaksanaan Binrbingan dan perryrrluhan torhaclap siswa clalam
akadernik maupurl non akademik;

l'. perrgumpulan, pcngoiairan dan pendokumentasian data
perkernbangan pribadi siswa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. pelaksanaall tugas lairr yang
clcrtgan kctcrttuurt rlarr/atau
bc rlak u;

diberikan oleh kepala SMKi{ sesuai
pcratrtreu^r pcrLrnclung-Ltnclangan yang

h. pelaksanaan evaluasi clan laporan hasil pelaksanaan tugas Unit
futtgsiotral Biclang Kcsiswerarr clarn Ilkstrakr.rrikuler kepada l(epala
SMI(N sesuai. dengan l<etentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Unit Fungsional Bidang Kesiswaan dan Ekstrakurikuler dipimpin oleh
Kepala unit Fungsional, Bidang Kisiswaan dan Ekstrakulikuler atau
dapat disebut Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan
Ilkstrakulikuler yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kcpala SVIKN.

Bagian Keempat

Unit Perpustakaan

Pasal I I

(l) Unit Perpustakaan mempunyai tugas pokok rnelaksanakan sebagian
tugas pokok dan fungsi SMKN dalam melaksanakan pengelolaan
perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
urrdangan yang berlaku.

(2) untuk rnei.rksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
Unit Perp'rstakaan, nlempunyai fungsi :

a. pellvusunan rencalla kegiatan Unit Perpustakaan;

tr. pcnf iapan balran koorclinasi perurnusan r0rlcelna kcr.ia sMKN di
[ridang pengelolaan dan pengernbangnrl perpustakaan sesuai dengan
kctcttt uatr datt/atitu pcraturarl pcrurrdarr g-urrclarr gan yang bcrl aku ;

c. 1'rcrtvinpan trahan pcrunlLlsarl clan pcnetapatl kebi.ialtan teknis
opcrasiorral di bidang pengelclaan perpustakaan;

d. pcngclolaarr perpustakaan sesuai dengan keterrtuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelayanan referensi dan kepustakaan sesuai dengan ketentuan dan/
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksauaan tugas lairr yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai
clengan ketentrr..rll dan/atau peraturan perundang-undangan yang
[rcrlakr.t:

g. pclaksanaan evaluasi clan laporan hasil pelaksanaan tugas unit
Perpustakaan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
pelunci ang-undangan yang berlaku.

(3) Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Perpustakaan
y{ulg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala SMKN.



Bagian Kelima

Unit Laboratorium dan Praktell

Pasal 12

(1) Unit Laboratorium nlen'rpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
tLrgas pokok dan iiurgsi SMKN dalam rnelaksanakan pengelolaan
laboratorium dan praktek keahlian sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Unit Laboratorium, nlempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Unit Laboratorium dan praktek;

b. penyiapan bahan koordiuasi perumusarl rencana kerja SMKN di
bidang pengelolaan dan pengembangan laboratorium dan praktek
keahliarr sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

c. pcrrl iapan lralran perlrnlusarr clan pcnetaparl kctri.iakan teknis
opclasional cli birlang pcngcltrlaan la['roratorium clan parktek
kcahlian;

d. pengeloiaan laboratorium dan praktek kcahlian sesuai dengan
ketentuan daniatau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. pelaksanaan pemeliharaan
praktek keah lian sesuai

perundang-undangan yang

sarana dan peraserrana laboratorium dan
clengan ketentuan clanlatau peraturall

berlaku;

f. pelaksanahn tLrgas lain yang diberikan oleh Kepala SMKN sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

g.pelaksatraan cvaluersi clatt laporart hasil pclaks;rnaan tugas Unit
J.aboratoriurl clart Pral<tek sesuai dcngan ketentuan dan/atau

l) c ril t Lr ril lr pc nr n cl a n g- u rt cl u tt ur.t u 1,a n g Lrc t' I a k r l

(l) lirrit i.aholatclriunr (lan l)nrl<tck clipirlpin olch scollng Kcpala IJnit
l.atrolatot'iunr \'.lng bcrarla rli blnvah clatt bcrtanugung .jawab kcpada
Kcp1l11 Si\'1KN,

llagian Keenarn

Kclonrpol< .l atratan Iiurrgsiorral

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SMKN sesuai
dangan keahlian dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan I'ungsionai yang dimaksud pada ayat (l), terdiri
dari sejumlah guru dan tenqga kependidikan lainnya, dalam

.icn.iang .iabatan fungsional yang terbagi dalnrn berbngai kelompok
se suai dangan bidang keahliarrnya.



BAB VI
.I'ATA KERJA

Ilagian Pertama Umum

Pasal I 4

(l)Dalarn melaksanakari tugasnya kepala SMKN wajib menerapkan
prirrsip koordinasi, intcgrasi dan sinl<ronisasi baik dalam lingkup
SMKN nlaupllrl dangan satuan unit organisasi di lingkungan dinas
sesuai dengan ketfintuan dan/atau peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(2)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SMKN wajib
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan
apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah
yang diperlrrkan sesuai dangan ketentuan dan/atau peraturan
perundong-undarrgan yang berlaku.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan SMKN
bcrtaltggung ja$,ab nremimpirr dan mengkoordinasikan
barvnhanrrl a rrrasingrlasirrg serta mernberikan bimbingan dan
petunjuk bagi pelaksauaan tugas.

(4) Seriap pimpirran satuan organisasi dalam lingkungan SMKN wajib
mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dangan visi dan misi
Dinas serta menjabarkannya dalam program operasional dan
pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab
kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan
pelaksansan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpir,an satuan organisasi dari
bar.i'ahan rnasing-rnasing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
pell\'usunan laporau lebih lanjut dan dalam rangka memberikan
petunj uk kepada bawahannya.

(6) Kepala SMKN meny'rmpaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Sekrctaris.

(7) Dirlarrr nrer:1'anpaikan laporan sebagainrzura diruaksud pada ayat (6),
tgrlTusanrtva clapat clisartrpaikiirr kcpada satuan orgarriseui yrlng secara tungsional
rtrcnrpluri ai hu[lutgan kerju.

Bagian Kedua

HalMewakili

Pasai 15

(1) Kepala Tata Usaha mewakili Kepala SI\,IKN dalam batas-batas kewenangan
yang dilimpahkan apabila Kepala SMKN berhalangan'melaksanakan tugasnya.

(2) Kepala Unit Fungsional Bidang Kurikulum (Wakil Kepala Bidang Kurikulum)
meu'akili K.epala SMKN dalanr hal Kepala SMKN berhalangan melaksanakan
nrgas bidang Edukatif.

(3) Dalam hal Kepala Unit Fungsional yang dimaksud pacla ayat (2) berhalangan
Kepala Sekolah dapat menunjuk Kepala Urut Flrngsional Bidang Kesiswaan dan
Ektrakr"rlikuler.



BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan SMKN bera-sal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
stunber pemtriayssx lainnya yang sah sesuai dangan ketentuan dan/atau perundang-

urdangan yang berlaku.

BAB VIII

KEI'EUAWAIAN

Pasal 17

( I ) Pengmrgkatan dan pemberhentian Kepala SMKN serta para pemegang jabatan
lainnya dalam lingkurgan SMKN dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala Sekolatr bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pembinaan kepegawaian dalam lingkungan unit kerja.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX \!e

KETENTUAN LAIN

Pasal l8

(1) Kepala SN{KN adalah pejabat fungsional guru yang diberi tug{rs,
wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala SMKN oleh pejabat yang
berwenang.

(2) Kepala Tata Usaha adalah pejabat eselon IV b;

(3) Kepala [Jnit Fungsional adalah pejabat fungsional guru yang diberi tugas,
wcwcrlang dan tangung .iawab sebagai Kepala Unit Fungsional (Wakil
Kepala Sekolah ) oleh Kepala SMKN.

(4) Kepala Unit Perpustakaan dan Kepala Unit Laboratorium adalah pejabat
fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya yang diberi tugas,
wewenang duin tanggung jawab sebagai Kepala Unit Perpustakaan dan
Kepala unit Laboratorium oleh Kepala SMKN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

l'asal l9

(1) Dcngnn berlakrrnya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan dan/atau
peraturan yang bertentangan danian Peraturan Bupati ini dinyatakan
tidak betlaku,

(2) I-lal-hal yang belunr cukup diatur sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannl,a akan diatur dan dketapkan kemudian oleh Bupati.



n

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya" memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggalzs Maret 2009

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJBTJEP MUCHTARSOLBH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANruRNOMOR 48 TAHUN 2009.

Diundangkan di Cianjur
al25 Maret 2009

DAERAH,

SUMITRA
a092110
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